BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR ZI TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat
(7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran

Anggaran,

Mengingat : 1. Undang- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nmor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Ienetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PERGESERAN ANGGARAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran
belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, baik berupa penambahan
dan/atau pengurangan pergeseran anggaran dapat dilakukan antar
organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar
sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian
onjek dan/atau sub rincian objek.

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
Kabupaten yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Kabupaten dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten serta ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD
adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso.

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang
anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan, PPKD dan pejabat lain
sesuai dengan kebutuhan.

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum
daerah.

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah yang dipimpinnya.

9. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah
laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan
dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang
telah ditetapkan pada awal tahun.

10. Daerah adalah Kabupaten Poso.

11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

12. Bupati adalah Bupati Poso.

13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.

14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Poso dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan PemerintahanDaerah
yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
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Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. dasar pergeseran APBD;

b. jenis pergeseran APBD;

c. prosedur pergeseran APBD; dan

d. tahapan teknis.

BAB II
DASAR PERGESERAN APBD

Pasal 3

Pergeseran Anggaran dapat dilakukan apabila :

a. terdapat kebijakan strategis Pemerintah yang belum diakomodir dalam
APBD;

b. terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau

c. terdapat perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III
JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pergeseran Anggaran meliputi :
a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Bagian Kedua
Pergeseran Anggaran yang Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 5

(1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan apabila terjadi perubahan
struktur APBD.

(2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan apabila terdapat:

a. ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh pemerintah pusat setelah penetapan APBD dan harus dilakukan
penyesuaian;

b. keadaan darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang APBD; dan

c. perubahan prioritas pembangunan di tingkat nasional atau Daerah.

Pasal 6
Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :

a. pergeseran antar organisasi;
b. pergeseran antar unit organisasi;
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pergeseran antar program;

. pergeseran antar kegiatan;
pergeseran antar sub kegiatan;
pergeseran antar kelompok; dan
pergeseran antar jenis.

@ oo

Pasal 7

(1) Dalam kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran yang menyebabkan
perubahan APBD dapat dilakukan :
a. sebelum perubahan APBD; atau

b. sesudah perubahan APBD.
(2) Pergeseran Anggaran sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui penetapan Bupati dengan
diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten, dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas
pembangunan baik tingkat nasional atau daerah.

(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik tingkat
nasional atau Daerah.

(4) Pergeseran Anggaran dilakukan sesudah perubahan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaporkan dalam LRA.

(5) Pergeseran Anggaran diformulasikan dalam perubahan DPA-OPD.

Pasal 8

(1) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun
anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat wajib atau belanja daerah yang bersifat
mengikat;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti bencana alam,
bencana non alam, bencana sosial atau kejadian luar biasa,
pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau kerusakan
sarana/prasarana yang dapat mengganggu Kkegiatan pelayanan
publik serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat.

(2) Perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional atau daerah
meliputi:

a. Pergeseran Anggaran yang disebabkan adanya amanat dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah
lainnya;

b. Pergeseran Anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk
teknis terhadap Kkegiatan yang bersumber dari dana transfer
Pemerintah Pusat, dana transfer Pemerintah Provinsi atau transfer
Pemerintah Daerah lainnya;

c. Pergeseran anggaran yang disebabkan adanya percepatan
pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah terkait
kemiskinan, stunting, inflasi, pertumbuhan ekonomi, peningkatan
infrastruktur publik, dan reformasi birokrasi; dan/atau
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d. Pergeseran Anggaran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi
tertentu dapat dilakukan dari belanja tidak terduga.

(4) Apabila belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari
hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program, Kkegiatan dan
sub kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga
Pergeseran Anggaran Yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 9

Pegeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari :

a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama,;

b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;

c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
d. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Pasal 10

(1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat
dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi
anggaran program kegiatan.

(2) Dalam hal terjadi kekeliruan penginputan sub rincian objek belanja
hibah dan belanja bantuan social dalam bentuk uang dan barang/jasa,
dapat dilakukan Pergeseran Anggaran dengan tidak mengubah substansi
perencanaan awal.

Pasal 11

(1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat
dilakukan:

a. sebelum perubahan APBD; dan
b. setelah perubahan APBD,

(2) Pergeseran Anggaran yang dilakukan sebelum perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan tanpa
melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, dan
selanjutnya Pergeseran Anggaran tersebut pada perubahan APBD
dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan
Peraturan Bupati tentang perubahan pejabaran APBD.

(3) Pergeseran Anggaran yang dilakukan setelah perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditampung dalam LRA.

(4) Pergeseran Anggaran diformulasikan dalam perubahan DPA-OPD.

Pasal 12
Pergeseran Anggran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan
dengan persetujuan:

a. Sekretaris Daerah terhadap Pergeseran antar objek dalam jenis yang
sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
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b. Kepala PPKD terhadap pergeseran antar rincian objek dalam objek yang
sama dan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang
sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan hurufc; dan

c. Kepala OPD Pengguna Anggaran terhadap pergeseran uraian dari sub
rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.

BAB IV
PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 13

(1) Persyaratan pengajuan usulan Pergeseran Anggaran meliputi:

a. Surat permohonan Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh
Kepala OPD yang ditujukan kepda Sekretaris Daerah dengan
tembusan PPKD, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
dan Inspektorat dengan mencantumkan alasan melakukan

Pergeseran Anggaran;
b. Matriks Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh kepala OPD;

dan
c. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak kepala OPD terhadap

terjadinya Pergeseran Anggaran yang dimohonkan.

(2) Format matrik Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaiman dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(1) minimal melampirkan:

a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya Pergeseran Anggaran yang
mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan
akibat dari Pergeseran Anggaran;

b. daftar sub kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran antar
kegiatan, sub kegiatan, antar jenis, antar objek, antar rincian objek,
antar sub rincian objek serta revisi perubahan redaksi pada uraian
rician objek belanja; dan

c. rancangan perubahan DPA OPD yang menggambarkan Pergeseran
Anggaran antar objek, antar rincian objek, antar sub rincian objek.

(2) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat dilakukan dalam hal:

a. Anggaran dalam program/kegiatan berkenaan telah direalisasikan;
dan

b. mengubah lokasi pelaksanaan kegiatan pada uraian belanja modal
yang menyebabkan ketidaksesuaian indicator keluaran program dan
kegiatan.
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Pasal 15

(1) Sekretaris Daerah meneruskan usulan Pergeseran Anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a kepada PPKD
untuk melakukan telaah terhadap usulan pergeseran yang disampaikan.

(2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menelaah dokumen usulan
Pergeseran Anggaran yang diajukan dan menjadwalkan rapat bersama
TAPD untuk dilakukan pembahasan terhadap usulan yang telah
disampaikan.

(3) TAPD dalam melakukan rapat pembahasan dapat mengundang OPD
pengusul jika dipandang perlu.

(4) Hasil Rapat TAPD dituangkan dalam Berita Acara rapat yang
ditandatangani oleh seluruh TAPD.

(5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TAPD
menetapkan kewenangan dakam rangka penerbitan Surat Keputusan
Persetujuan Pergeseran Anggaran.

(6) Dalam hal hasil pemilihan usulan pergeseran anggaran merupakan
kewenangan Pengguna Anggaran, PPKD menyampaikan Surat
Pemberitahuan kepada Kepala OPD untuk membuat Surat Keputusan
Persetujuan Pergeseran Anggaran.

(7) Surat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran yang ditandatangi
oleh Pengguna Anggaran disampaikan kepada PPKD.

(8) Format Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran menjadi
kewenangan Sekretaris Daerah, kewenangan PPKD dan Kewenangan
Pengguna Anggaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Kepala Perangkat Daerah selaku PA bertanggungjawab atas usulan
Pergeseran Anggaran dan tidak dapat mengadakan perikatan dengan pihak
ketiga atau pihak lain terhadap program dan kegiatan yang akan dilakukan
pergeseran sebelum penetapan perubahan DPA-OPD.

BAB V
TAHAPAN TEKNIS

Pasal 17

(1) Jika proses Pergeseran Anggaran telah disetujui Sekretaris Daerah,
PPKD atau Kepala OPD maka TAPD membuka jadwal tahapan APBD
pergeseran.

(2) TAPD membuka kunci sub kegiatan yang mengalami Pergeseran
Anggaran setelah mendapat persetujuan.

(3) Dalam Pergeseran Anggaran kondisi tertentu, TAPD perencanaan
membuka fitur tambahan sub kegiatan atau penambahan pagu validasi
pada Perangkat Daerah yang diperlukan.

(4) OPD yang mengusulkan Pergeseran Anggaran menginput Pergeseran
Anggaran pada sistem informasi Pemerintah Daerah sesuai dengan
Pergeseran Anggaran yang telah disetujui.

(5) Kepala OPD telah memastikan bahwa sub kegiatan dan belanja telah
sesuai dengan Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
Pembangunan dan keuangan daerah yang berlaku, selanjutnya
melakukan validasi kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran.
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(6) TAPD melakukan penutupan jadwal APBD pergeseran setelah semua
Pergeseran Anggaran selesai.

(7) TAPD menectapkan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD dan menyampaikan Surat pemberitahuan kepada pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Pergeseran Anggaran yang
menyebabkan Perubahan APBD pada kondisi tertentu,

(8) Penyusunan rencana anggaran kas dan validasi perubahan DPA-OPD
pengusul dan BUD.

BAB VI
KETENTUAN PENTUP

Pasal 18
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Poso Nomor
38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah
Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dan Berita Daerah Kabupaten
Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal s- Apri\ 2024
BUPATI POSO,
ttd
VERNA G.M INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DA KABUPATEN POSO,

HENINGSIH E.G TAMPAI

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2024 NOMOR
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NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

MATRIK PERGESERAN ANGGARAN

MATR K PERGESE RAN ANGGRAN
OINAS/RACAN .
TAHUN ANGGARAN 20

Unsan Pemennatgn | 101 URUSAN PEMERINTARAN WA S YANG EERCATAN DENGAN PELAYANAN DACAR

Unit Orgarwsas :3.01.2.22 0.0 21.0000 - Diras Pendidican can Keb2avaan
e el 110107 - PROGEAM PENUNJANG URLSAN PEMER NTAMAN CAERAH KAZUPATEN/ESTA
Cepatan 110107221 - PERENCANAAN, PENGANGGATAN, DAN EVALUAS UNEZIA PESANGCAT DAZPAH
St legatan 1 1.01.01.201.00C1 - Penyusuran Dokumen Perencanaan Ferargrat Caean
. s ] ] Lt | B g
l Rode Stosios unan Comtyen | Satan Harga 1Pz} | PN By Toral Bg) | toefisen| Tatan Lot R B et D) Yrw gy | '\—'-f—m
is |BELANIA DAERAH ! Po_ 22 57750 | Pu  FiLTIEE | e -
Is2 [BELANA OPE2AS ] Bp 2237150 1 bo 2 ML | g
1s.31.02 |Briana Barang can 33 1 ! 1% 2257150 | | B TISTIEW | Rp
Y] 3ra~a Saerg | ] ) ! ! by 7L ML By
|S:2.02.01.01 | Seama Barag Faa Mazs ! Ro  72STIEL \ | i Bp 225710 %
an - . |
ls2o200 00 02 !mm&vmwmw-m.uw o T30800 | 0 05 505 |Loe S —
11 8] PENTVESIAAN ATK ] 1Pc 23290 | | by 545 TS by 19 UL
1[ -] &7€ CEUANGAN | Isp 12280001 i 1 PR 199 5
! A3t PermeaSoeyPian: Lanzan ritam Bewar 13l Poa |3 298! - 1% FAUL Pz 3| BeA Bp  BUL) 3 LSS by 4 AL
[ |Balcretiom Sean: Saigmet talinar ] 0| Ban |5z zow | - _\me TLUN P B Bam % AUS v ILALs ey &I
| |Lew Kemat Somsfuas- vk | 10l Bowd | 8o sus) - % LUNIB S| Borck I8 o * = un 4 2 %
! 1 1] ] | i i
15.2.52.01.01.00 |Seana Kat/Zamar ormm legatan Cartor- Baran Cevar | | P 3308550 ! b 1941 UL
| |78 PENTYECSAN EAFAN CETAK LEUANGAN | |so 2300500 | | oy 19567 7L
! (1 -] DENGGANTARN €2 ANGAN DN AZZEY ! |8 135500 | | ! vz 1541 I
I g | LDy | | |
| [Somstias Wiayen 1 Func (ota, L, Povs Prvae, L7 Lemzar | Pp k-4 - % usEn :77/.] e | B ml B IIRZL e LML
— ) — - ' ‘ BUPATI POSO
| \ \
Z1MEmCINL  Gears Aat/Saran s Uegaten Lartrr-Baran (oo | | i | B 2L0 00 | 1 | ko 2 30 TT
L1 8] ZENTEDAAN Bhrbi CAPITER (EL ANGEN ! ] | V% LU | | ! e ud
111 CENVED AN TNTA CENTER 1 1 | V9o zemon) i | I o
[Tva Freverices teay Tota proter esun UL ! A Ban |Bp TiL | bp  _ZNUAG Y B | ITVAL, b
R T 72 | K Ban 1Pz irion ) AN = B | STV s
! : : l : : : | : VERNA G M INKIRIWANG
] | | 1 | 1 ] | ]
' | | ! i ] | | | | |
' ! 1 T By Z2TTIEL ) Tora Sg FATTIEL | s



https://v3.camscanner.com/user/download

LAMPIRAN 1l PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN POSO
NAMA OPD

Jalan Pulau Sumba No.1 Telp. (0452) 21421 Fax. (0452) 23638 Poso 94619

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

NIP

Jabatan:

Dengan ini menyatakan bahwa:

L

Bertanggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah

disampaikan sesuai dengan surat Dinas/Badan/Bagian ..... Nomor .... Tanggal....:
2. Usulan pergeseran anggaran yang disampaikan telah sesuai dengan Peraturan .....
3. Dst...

4. Usulan pergeseran anggaran telah diperhitungkan sampai dengan sub Rinciar

Objek dan telah sesuai dengan kebutuhan pada Dinas/Badan ..... dan dibuktikar

dengan matrik pergeseran anggaran yang telah kami sampaikan.

Demikian surat pernytaan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarny:

untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Poso, ... .... ... 20...
Kepala Dinas/Badan ...
Selaku Pengguna Anggaran
MATERAI 10.000,-

(Nama Lengkap)
NIP. ..covnnnee

BUPATI POSO,
ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 2| TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

A. Format Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran

(kop Sekretariat Daerah)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR: ...../....../BKAD/2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN OBJEK DALAM JENIS
YANG SAMA DINAS ......... KABUPATEN POSO

Menimbang a. Bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk efiseinsi
: belanja pada Dinas/Badan ...... Kabupaten Poso, maka
(\ dibutuhkan pergeseran anggaran.
Bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a
b. diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Seckretaris
Daerah Kabupaten Poso
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan .........
Peraturan Daerah Nomor ...... tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ....
Peraturan Bupati Nomor ..... Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun
Anggaran .....
6. Peraturan Bupati Poso Nomor ..... tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran,;
7. Surat Permohonan Kepala Dinas/Badan ...... Kabupaten
Poso Nomor .... Tanggal .... Perihal usulan Pergeseran
Anggaran

bl

o

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pada Prinsipnya usulan pergeseran Anggaran Kepala
Dinas/Badan .... Kabupaten Poso dapat disetujiui dan dapat
dilaksanakan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran ....
Pada sub kegiatan :

a. Sub kegiatan ....

b. Sub kegiatan ...
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KEDUA : Perangkat daerah segera melakukan penginputan data
pergeseran anggaran pada aplikasi SIPD dengan telebih
dahulu berkoordinasi dengan BKAD Kabupaten Poso untuk
membuka jadwal tahapan APBD Pergeseran dan pembukaan
kunci sub kegiatan yang mengalami pergeseran.,

KETIGA : Kepala Perangkat Daerah memastikan bahwa
program/kegiatan/sub kegiatan dan belanja telah sesuai
dengan  klasifikasi dan nomenklatur  perencanaan
Pembangunan dan keuangan daerah serta sesuai dengan
petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku,
selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami
pergeseran anggaran;

KEEMPAT : Pergeseran Anggran ini akan diformulasikan dalam format
DPPA-OPD Tahun Anggaran ...,

KELIMA : Kepala OPD bertanggungjawab penuh terhadap usulan
pergeseran anggaran yang telah disampaikan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
‘\ Pada tanggal ...... . 20....
/ Sekertaris Daerah,

Nama
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. Format Keputusan Kepala BKAD Tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran

(KOP BKAD)

KEPUTUSAN KEPALA BKAD KABUPATEN POSO
NOMOR : 900/ ..... /BKAD/20....

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN RINCIAN OBJEK
DALAM OBJEK YANG SAMA/ SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK YANG

Menimbang:

Mengingat :

Menetapan :
KESATU :

KEDUA

KETIGA

SAMA DINAS .......ccoevunennnen. KABUPATEN POSO

a. bahwa dalam rangka optimilisasi kegiatan untuk efisiensi belanja
pada Dinas/Badan ..............cceeeveeeneennnns Kabupaten Poso, maka
dibutuhkan pergeseran anggaran;

b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a di
atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala BKAD
Kabupaten Poso.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenteng Pengelolaan
Keuangan Daerah,;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Daerah Nomor — ...cccccccovviiniieiiiiinninn., tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
................... :

4. Peraturan Bupati Nomor ............ tentang Penjabaran Anggaran
dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran

5. Peraturan Bupati Nomor ..........ccococvvviuvvennnnnes tentang Tata
Cara Pergeseran Anggaran ;

6. Surat permohonan Kepala Dinas/ Badan ......................
Kabupaten Poso Nomor ................. Tanggal ........... Perihal
Usulan Pergeseran Anggaran

MEMUTUSKAN

Pada prinsipnya usulan Pergeran Anggaran Kepala Dinas/Badan
........... Kabupaten Poso dapat disetujui dan dapat dilaksanakan
sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran ............ pada sub
kegiatan :

a. Sub kegiatam ........

b. Sub kegiatan ..........

Perangkat daerah segera melakukan penginputan data Pergeseran
Anggaran pada Aplikasi SIPD dengan terlebih dahulu berkoordinasi
dengan BKAD Kabupaten Poso untuk membuka jadwal tahapan
APBD pergeseran dan pembukaan kunci sub kegiatan yang
mengalami pergeseran;

Kepala OPD memastikan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan dan
belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta sesuai
dengan petunjuk tcknis dan pectunjuk pclaksanaan yang berlaku,
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/ selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami Pergeseran
/ Anggaran;
KEEMPAT : Pergeseran Anggaran ini akan diformulasikan dalam format DPPA-
OPD Tahun Anggaran 20...;
KELIMA : Kepala OPD bertanggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran
anggaran yang telah disampaikan,
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Poso
pada tanggal 20....
Kepala Badan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Poso,

..................................
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@)

/))

cormat Keputusan OPD Tentang Persetujuan Pergesaran Anggaran

(KOP OPD)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN/DINAS............. KABUPATEN POSO
NOMOR :..../vcc0ee/ oenon. ) 20.....

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN URAIAN
DARI SUB RINCIAN OBJEK
BADAN/DINAS ...cooevereeeerenne

KEPALA BADAN/DINAS.............. KABUPATEN POSO

Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimilisasi kegiatan untuk efisiensi belanja
pada Dinas/Badan ..........ccccoeeiieiiiininiann Kabupaten Poso, maka
dibutuhkan pergeseran anggaran;

b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a di
atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala BKAD
Kabupaten Poso.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenteng Pengelolaan

Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan ..ic.icescisisssesssseisisssesinrsnsesses H

4. Peraturan Daerah Nomor ..., tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

5. Peraturan Bupatx Nomor ............ tentang Penjabaran Anggaran
dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran

6. Peraturan Bupati Nomor ................................ tentang Tata
Cara Pergeseran Anggaran ;

7. Surat permohonan Kepala Dinas/ Badan ...........ccccoeeeee.
Kabupaten Poso Nomor ................. Tanggal ........... Perihal
Usulan Pergeseran Anggaran

MEMUTUSKAN

Menetapan :

KESATU : Pada prinsipnya usulan Pergeran atas uraian dari Sub rincian objek
oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Bidang ............ dapat
disetujui dan dapat dilaksanakan sebelum Perubahan APBD Tahun
Anggaran 20...

KEDUA : Perangkat Daerah menyampaikan permohonan ke BKAD Kabupaten

Poso berkenan penginputan data pergeseran anggaran atas uraian
dari sub rincian objek SIPD;
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KETIGA : Kuasa Pengguna/PPTK memastikan bahwa program/kegiatan/ sub
kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
serta sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang
berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami
Pergeseran Anggaran,

KEEMPAT : Pergeseran Anggaran ini akan diformulasikan dalam format DPPA-
OPD Tahun Anggaran 20...;

KELIMA  : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Poso
pada tanggal 20...
Kepala Badan/Dinas

--------------------------------

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG
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